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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
' o NOMOR 7 TAHUN 2015 ’h ~

T E N T A N G
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

e ; BUPATI BENGKALIS

~ Menimbang : = a. bahwa berdasarkan pnns1p desentrahsam dan otonom1 o
s B - daerah, - Desa d1ber1 kewenangan untuk mengatur dan -
'mengurus urusan pemenntahan kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, . -
‘dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam -
s1stem Pemenntahan Negara Kesatuan’ Repubhk Indonesm, S

" b. bahwa proses Pemlhhan Kepala Desa merupakan upava
pelaksanaan pemlllhan Kepala Desa secara demokratis ya-ag
- adil" dan ‘merata - dalam - menjalankan sistem - organisasi
BRI masyarakat kelembagaan dan pranata sosxal dalarn’
e ‘kehldupan masyarakat Desa, ALY *

- ¢. bahwa - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 5
- Tahun 2008 tentang Tata Cara’ Pencalonan, Pemilihan, ORI N
' Pelantikan dan Pemberherntian Kepala Desa secara substantif
. tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
. tentang Desa, sehingga perlu- dn'umuskan kembah dalam -
i H_Peraturan Daerah yang baru, B i : -

- d. bahwa berdasarkan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014
~dan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 112 tahun 20 14,
 perlu diatur peraturan daerah tentang Pemlhhan Kepc.la g
'»Desa"‘" : SR Caan ERIR T
e bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud‘
. dalam huruf a, huruf b, ‘huruf c dan huruf d perlu -
e menetapkan Peraturan Daerah tentang Pem1hhan Kepala ST
‘Desa; . - SUA L SR

- ‘Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Repubhk Indonesua
. R Tahun 1945 :

o ,.2,."Undang Undang Nomor 12 Tahun , 1956 tentang S
' Pembentukan’ Daerah Otonom KabUpaten Dalam Lingkungan
- Daerah ' Provinsi -Sumatera - Tengah (Lembaran Negaraj :
' .Repubhk Indone31a Tahun 1956 Nomor 25), O : :

B 3 Undang—Undang6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran' ‘.
- Negara Republik Indonesm Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
7 Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5495), . '




4 Peraturan Pernermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang -
Peraturan - Pelaksanaan Undang Undang ‘Republik
~IndonesiaNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagalmana,.
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

12015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

~Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran‘ ,

4 Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor 123);

__5.‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 -
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Repubhk‘
| Indones1a Tahun 20 14 Nomor 1 12), :

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
: KABUPATEN BENGKALIS g

dan & ~ i
BUPATI BENGKALIS ‘
MEMUTUSKAN

| v .Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA |

v BAB I -
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

s 1.

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Pemerintah Daerah adalah’ Bupat1 Bengkahs dan Perangkat Daerahv‘ |
- Kabupaten Bengkalls sebagai unsur penyelenggara Pemenntah Daerah o

. Camat adalah Camat dalam Wllayah Kabupaten Bengkahs

. Desa atau dengan sebutan 1a1n adalah kesatuan masyarakat hukum yangﬁ e
“memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

Bupa’u adalah Bupat1 Bengkahs

- urusan pemerintahan, kepentingan ‘masyarakat . setempat berdasarkan
~prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

- dan dihormati dalam 31stem pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk S
“Indonesia. _ o

. Badan Permusyawaratan Desa yang selan;utnya d1s1ngkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa Vberdasarkan keterwakllan wﬂayah, s

- dan ditetapkan secara demokratls

. Musyawarah Desa adalah atau - yang d1sebut dengan nama lam adalah‘ o

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan :

 Desa untuk menyepakau hal yang bersifat strategls wE : o
. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa .

dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersﬁ'at langsung, umum, bebas,

2 rahasxa, jujur, dan ad11




.‘Kepala Desa adalah pejabat Pemenntah Desa yang mempunyal Wewenang, |

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan

- melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemermtah Daerah

- 10.

| y 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang d1bentuk oleh BPD

untuk menyelenggarakan proses pem1hhan Kepala Desa.

kKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. selanJutnya disebut KPPS
adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghltungan o

~suara di TPS yang d1bentuk oleh pan1t1a pem111han Kepala Desa.

12.

13

Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan d1r1
sebagai calon Kepala Desa’ kepada panitia pemilihan. - g

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah dltetapkan- :

. oleh panitia permhhan Kepala Desa sebaga1 calon yang berhak d1p1l1h
~menjadi Kepala Desa. =

::,14.

Calon Kepala Desa Terp111h adalah calon Kepala Desa yang memperoleh i

- suara terbanyak dalam pelaksanaan pem111han Kepala Desa.

- 1s,

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pe_]abat yang d1angkat oleh Bupat1

. dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang

. 16.

~ memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan’ wewenang serta ey

kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhl

T persyaratan untuk menggunakan hak p111h dalam pemlhhan Kepala Desa.

: : 17

18,

19,

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya dls1ngkat DPS adalah daftar
~ pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan d1cek kembah atas

: kebenarannya serta d1tambah dengan pem111h baru

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pem111h yang d1susun berdasarkan '
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam

Daftar Pemilih Sementara ,
Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya dlsmgkat DPT adalah daftar pem1hh

yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan -

e identitas pemilih dan Jumlah pem111h dalam pemilihan Kepala Desa. .

20.
o untuk meyaklnkan para pemlhh dalam rangka mendapatkan dukungan
o 2 1. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya dlsmgkat TPS adalah tempat'
22

23.

Kampanye adalah’ suatu keg1atan yang dilakukan oleh Calon Kepala. Desa

dllaksanakannya pemungutan suara.
Hari adalah hari ker_]a

Rukun Warga selanjutnya d1smgkat RW atau sebutan lalnnya adalah bagian i

dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui

- musyawarah pengurus Rukun ATetangga d1 w11ayah kerjanya yang

24,

ditetapkan oleh Pemermtah Desa.:

Rukun Tetangga selanJutnya dlslngkat RT atau sebutan lamnya adalah

Gt lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat ‘setempat dalam

- rangka pelayanan pemenntahan dan kemasyarakatan yang d1tetapkan oleh
. Pemenntah Desa. . . - : , SO ‘




BE)

‘ g BAB II SRR N F
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

o Ty Pasalz ) e ‘ :
Pemlhhan Kepala Desa serentak dﬂakukan secara bergelombang

Pasal 3

Permhhan Kepala Desa serentak ‘secara bergelombang sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 2 dllaksanakan dengan mempertlmbangkan

= :a pengelompokan waktu berakhlrnya masa Jabatan Kepala Desa

"~ b. kemampuan keuangan daerah dan/ atau

@

@3

@

“C. ‘ketersediaan PNS di hngkungan Daerah yang memenuh1 persyaratan,
- sebagai pen_labat Kepala Desa. S

hPemlhhan Kepala ‘Desa serentak ‘secara bergelombang sebagaimana
“dimaksud pada ayat ( 1) dllaksanakan 3 (tlga) kah dalam _]angka waktu 6
“(enam) tahun. .

Pemilihan Kepala Desa serentak ‘secara bergelombang sebagaimana _f‘ :

dimaksud pada ayat (2) dﬂakukan dengan 1nterval waktu pahng lama 2

" (dua) tahun.

Ketentuan leb1h lanJut mengena1 Jadwal pelaksanaan pem111han Kepala
Desa sebageumana dlmaksud pada ayat (3) dltetapkan dengan keputusan

e _Bupat1

)

@

Pasal 4

Bupat1 membentuk pan1t1a pemlhhan d1 tlngkat Daerah

Pan1t1a pemlhhan di tlngkat Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Sk

mempunyal tugas mehputl

as merencanakan : mengkoordmamkan dan menyelenggarakan .semua

' _'tahapan pelaksanaan pem111han tlngkat Daerah

 b. melakukan b1mb1ngan teknis pelaksanaan pemlhhan Kepala Desa

| - d. ‘memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta' e

: ~terhadap pan1t1a pemlhhan Kepala Desa tlngkat Desa, i

o

menetapkan Jumlah surat suara dan kotak suara

perlengkapan pem111han 1a1nnya Y

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan b

- pemilihan lalnnya kepada panitia pemlllhan, .

f. memfasilitasi penyclesalan permasalahan pemlhhan Kepala Desa ngkat
Daerah; L : . : .

g. melakukan evaluas1 dan pelaporan pelaksanaan pemlhhan dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lam yang dltetapkan dengan
_1Keputusan Bupat1 e e S




“ »f‘ BABIH o L
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A Baglan Kesatu

' Umum

Pasal 5

Pem111han Kepala Desa serentak d11aksanakan melalm tahapan:, S
a. persiapan; ' SRR S RO

- b. pencalonan; S
~c. pemungutan suara; dan
d.. penetapan L S

b Bagian Kedua
Pers.lapan :

Paragraf 1
‘Umum_

{['gpasalsﬁffj_{'

Persmpan pemlhhan Kepala Desa terdm atas keglatan

AV e a. pemberltahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akh1r masa Jabatan yang - R
R d1sampa1kan 6 (enam) bulan sebelum ‘berakhir masa. Jabatan dengan i

tembusan dlsampalkan kepada Bupati mela1u1 Camat;
f "b laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupat1 dlsampalkan dalam

- jangka waktu 30 (tlga puluh) har1 setelah pembentahuan akhlr ‘masa - ‘

S _]abatan

 ff;PaSé17‘;f?f:[;7§;;

- (1) BPD membentuk pan1t1a pemlhhan Kepala Desa melalul surat keputusan : ‘
"dalam Jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pembentahuan akhn' masa . s

jabatan.

(2) Panitia Pemlhhan Kepala Desa terdm atas unsur Perangkat Desa lembaga
kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat '

(3) Jumlah Panitia Pem1l1han Kepala Desa sebanyak—banyaknya 5 (hma) orang !

~dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretans, 1 (satu)
~orang Bendahara dan anggota. :

R (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk KPPS dalam rangka proses e
pemungutan dan- penghitungan suara . melalul surat keputusan dengan TS 5

'/ - jumlah minimal 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembllan)
- orang termasuk petugas keamanan TPS.

: ‘:Zj'(5) KPPS terd1r1 dari Ketua Sekretans anggota dan petugas keamanan TPS.
' 6) Pembentukan Panitia Pemlhhan Kepala Desa sebaga1mana dimaksud pada

s ayat 1 dlsampa.lkan secara tertuhs oleh BPD kepada Bupat1 mela1u1 Camat. R o




; ,‘Pasavl 8

) 'Pan1t1a Pemilihan Kepala Desa mempunya1 tugas

a. merencanakan mengkoord1nas1kan menyelenggarakan mengawas1 dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemlllhan '

b. merencanakan dan menga_]ukan blaya pemlhhan kepada Bupat1 me1a1u1
Camat; ~ : : :

-.c. melakukan pendaftaran dan penetapan permhh S : :
d. menetapkan KPPS melalui surat keputusan Pan1t1a Pemlhhan Kepala Desa, :

. mensoswhsamkan kepada KPPS dan masyarakat desa tentang pelaksanaan
‘pemilihan Kepala Desa; - S

f. mengadakan penjaringan dan penyarmgan bakal calon, I
g. menetapkan calon yang telah memenuh1 persyaratan e
‘h. menetapkan tata cara pelaksanaan pem111han ‘
i.
J-

o

menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye, E

memfasilitasi - penyedlaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan
suara;

- k menetapkan hasil rekap1tulas1 penghltungan suara dan mengumumkanf
“hasil pemlhhan S : . SN e

B menetapkan calon Kepala Desa terp111h dan ‘ _
- m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pem111han

Pasal 79 =

| 1) Perencanaan b1aya pemlhhan dla_]ukan oleh Pamt1a Permhhan Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tlga puluh) hari’

setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;

‘(2) Persetujuan biaya pemilihan- dan Bupati- dalam Jangka Waktu 30 (tlga :

' puluh) han seJak dla_]ukan oleh pan1t1a G e .

S f Pasal 10

'KPPS bertugas: =
a. ‘melaksanakan proses pemungutan suara d1 TPS o e
. b Melakukan penghltungan suara d1 TPS i

c. 'Melaporkan hasil penghltungan suara pahng lama 1 (satu) han Setelah gL

- penghitungan suara.

- d. Menyampalkan undangan kepada pemlhh

- Paragraf 2 o
Penetapan Pem1hh o

Pasal 1 1

(1) Pemilih yang menggunakan v:hak‘ pilih’,‘lhai%a‘s"te\‘rdaftaffsjgfo‘:a‘gai pemilih.




(2)

Pemlhh sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus memenuh1 syarat

-a. penduduk Desa yang pada har1 pemungutan suara pemlhhan Kepala E

Desa sudah berumur 17 (tujuh ‘belas) tahun atau sudah/ pemah
menikah dltetapkan sebagai pemilih; o

o b nyata-nyata t1dak sedang terganggu _uwa/ 1ngatannya, u i
e, tidak sedang dlcabut hak p111hnya berdasarkan putusan pengadllan yang o

@

"~ memenuhi syarat sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), tldak dapat'

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;dan
d.berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6. (enam) bulan sebelum

- disahkannya daftar pemilih sementara yang dlbuktlkan dengan Kartu ey
- Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk L -

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar- pemlhh ternyata tidak lagi

o menggunakan hak mem1hh

: ‘("1)

Pasal 12

Pemutakhlran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), kdllakukan karena ‘

- a. memenuhi syarat usia pem1hh ‘yang ‘sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemlhhan sudah berumur 17 (tuJuh belas) tahun; . ‘

£ _.';belum berumur 17 (tuJuh belas) tahun tetap1 sudah/ pernah memkah

o f”e. belum terdaftar. -

e ﬂ,“”’

(1)

@

R (1)

b
- c. telah meninggal duma,
d

1. pindah domlslh ke Desa lam, }atau

Berdasarkan daftar pem111h sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Pan1t1a -
- Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS ,

Pasa_l 13 g

DPS sebagalmana d1maksud dalam Pasal 12 ayat (3), dlumumkan oleh'

- Panitia Pemlhhan Kepala Desa pada tempat—tempat yang mudah dlllhat

 masyarakat. : e
Jangka waktu - pengumuman sebagaxmana dxmaksud pada ayat (1)‘ '

. dﬂaksanakan selama 3 (tlga) han A :

Pasal 14 : f:

Dalam _]angka Waktu sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 13 ayat (2), .’

- pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbalkan mengena1

- a. pem111h sudah t1dak berdom1s111 d1 Desa tersebut

o jc pemlllh yang sudah mkah d1 bawah umur 17 tahun atau

L ,.penuhsan nama dan/ atau 1dent1tas 1a1nnya
@)

- anggota keluarga dapat memberikan informasi yang mel1put1 S

Selain usul perba1kan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), pem111h atau:r i

b pemilih yang terdaftar sudah memnggal dun1a, S

Daftar pemlhh d1mutakh1rkan dan dlvahda31 sesua1 data penduduk di ) IR
-+ Desa. ; B

@



d pem111h yang sudah terdaftar tetap1 sudah t1dak memenuh1 syaratf_ ,’

sebaga1 pemilih.

- (3) 'Apablla usul perbalkan dan 1nformas1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) s
- dan ayat (2) dlterlma, Pan1t1a Perruhhan Kepala Desa segera mengadakan o
Perbalkan DPS. ~ I |

- Pasal 15

(1) Pem111h yang belum terdaftar, Vsccara aktlf melaporkan kepada Pan1t1a
Pemilihan Kepala Desa melalul pengurus RT/RW. ‘

v‘(2) Pemilih sebagaumana d1maksud pada ayat ( 1) dldaftar sebaga1 pem1l1h’ e

- tambahan.

/. (3) Pencatatan data pemlhh tambahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
' dilaksanakan ~paling lambat 3 (tlga) har1 terhltung seJak tanggal
berakhlrnya pengumuman DPS L e i s

- Pasal 16

(1) Daftar pemlhh tambahan d1umumkan oleh Pan1t1a Permhhan Kepala Desa
~ pada tempat-tempat yang mudah d111hat oleh masyarakat

. ‘(2) Jangka waktu _pengumuman daftar _pemilih tambahan sebagmmana
- dimaksud pada ayat (1), dllaksanakan selama 3 (tlga) hari terhitung sejak
berakhlrnya Jangka waktu penyusunan daftar pemlllh tambahan ‘ :

Pasal 17

o *'Pamtla Pem111han Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang
o sudah d1perba1k1 dan daftar pem1l1h tambahan sebaga1 DPI‘ o

, Pasa118 .

“ - {1) DPT sebaga.lmana dlmaksud dalam Pasal 17 dlumumkan d1 tempat yang
. 7—_‘_, g strategls di Desa untuk d1ketahu1 oleh masyarakat S ‘

(2) Jangka waktu pengumuman DPT“ sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

‘yv'3v Pasall9 'f,]~-

.. .. selama 3 (tlga) han terhltung sejak berakhlrnya _]angka waktu penyusunan N
- DPT. | o | | .

(1) Untuk keperluan pemungutan suara d1 TPS Pan1t1a Pem111han Kepala Desa , '

-~ menyusun sahnan daftar pemlhh tetap untuk TPS

' ‘(2) Panitia Pem111han Kepala Desa mempers1apkan, meng151 formuhr undangan g
" dan selanjutnya menyerahkan undangan pem111h kepada KPPS masing-
masxng TPS. . , ,

- '(3) KPPS men}'ampalkan undangan kepada para pem111h selambat—lambatnya
1 (satu) har1 sebelum pemungutan suara. ‘ ‘




Pasal 20

Rekapltula31 _]umlah pemlhh tetap, dlgunakan sebagal bahan penyusunan‘
- kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pem111han

Pasal 2 1

: 1 (1) Dai'tar pem111h tetap yang sudah d1sahkan oleh Pan1t1a Pem111han Kepala

Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pem111h yang memnggal dunia atau “
tidak lagi memenuhi syarat sebagai pem111h ‘

: (2) Dalam hal tteadl perubahan sebagmmana dimaksud pada ayat- (1) Panitia
- Pemilihan Kepala Desa ‘membubuhkan catatan dalam ‘daftar pemilih tetap -
‘pada kolom keterangan "memnggal duma" atau “tldak 1ag1 memenuh1 syarat

sebaga1 pemlhh”

| | Bagiaﬁkétiga o
Pencalonan
Paragra.f 1

Pendaftaran Calon :

Pasal 22

(1) Panitia Pemlhhan Kepala Desa membuka pendaftaran calon dengan
E membuat pengumuman d1tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagalmana dlmaksud ‘ayat (1) memuat persyaratan calon,
‘ batas waktu pendaftaran dan tempat pendaftaran e :
| . . Pasal 23
" Calon Kepala Desa Wa_]1b memenuh1 persyaratan
' a. warga negara Repubhk Indonesm, ‘
v'ﬁ b. ‘bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

~ c. memegang teguh dan mengamalkan Pancaszla, melaksanakan Undang-\
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- “mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repubhk
~ Indonesia dan Bhlnneka ’I‘unggal Ika, _ v .

" d. berpendidikan pahng rendah tamat sekolah menengah pertama atau
- . sederajat; , . o

o e. berusia paling rendah 25 (dua puluh hma) tahun pada saat mendaftar,
bersedia dicalonkan. menjadl Kepala Desa, N '

'g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat t1ngga1 d1 Desa setempat pahng
. ‘kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, Lo

;‘.h.‘_ tidak sedang menjalam hukuman p1dana penjara

i tidak pemah d1_1atuh1 pidana penjara berdasarkan putusan pengadllan yang

‘telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
 mengumumKan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
‘bersangkutan pernah d1p1dana serta bukan sebaga1 pelaku keJahatan
berulang-ulang,_, B : £y :




ik
.

) | "
.~ 'bakal calon mehputl penel1t1an kelengkapan dan keabsahan admlnlstra31 ‘
AR }pencalonan S L o R :
@ |
| . dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi’ pada instansi yang berwenang-j‘
yang d11engkap1 dengan surat keterangan dari yang berwenang

@
“

| .{(_1)

. paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia
_ Pemilihan Kepala: Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menJad1 calon

@

e ‘dlumumkan kepada masyarakat

(1) |
-~ orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang Waktu pendaftaran« SR e

- selama 20 (dua puluh) har1 ‘ S :

)

~ (dua) orang setelah ‘perpanjangan - waktu - pendaftaran ‘sebagaimana .

- dimaksud pada ayat (1), ‘Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala = =

- Desa yang bersangkutan ' sampal dengan pemlhhan Kepala Desa serentak

o
-~ orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan
- menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemenntahan

. 'tldak sedang dlcabut hak p111hnya sesual dengan putusan pengadllan yang
~ telah mempunyai kekuatan hukum tetap, o L

 dimaksud ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawa1 L
- Negen Slpll d111ngkungan Pemermtah Daerah yang mernenuh1 syarat ‘

8 10 -

. berbadan sehat; . T , v
tidak pernah sebaga1 Kepala Desa selama 3 (tlga) kah masa Jabatan
. memaham1 adat 1st1adat Melayu Rlau ' ' R

Paragraf 2 S S
Penelltlan, Penetapan dan Pengumuman Calon -

Pasal 24 :

Panitia Pem111han Kepala Desa melakukan penehtlan terhadap persyaratan

Penelitian kelengkapan dan ‘ keabsahan ,' admlmstras1 sebagalmana )

Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan “hasil pene11t1an_

- -sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), dlumumkan kepada masyarakat SO
- dan masyarakat dapat membenkan masukan, . v B

Masukan masyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), Wa_]lb diproses

. dan ditindak lan_]utl pan1t1a pemlllhan

Pasal 25

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuh1 persyaratan beljumlah

Kepala Desa;- :
Calon Kepala Desa yang dltetapkan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

Pasal 26 ,' )

Dalam hal bakal calon yang memenuh1 persyaratan kurang darl 2 (dua)

Dalam hal bakal calon yang memenuh1 persyaratan tetap kurang dari 2

gelombang selanJutnya, SEEN

‘Dalam hal penundaan pelaksanaan pemlhhan Kepala Desa sebagalmana- |

Pasal 27

Dalam hal bakal calon yang memenuhl persyaratan leb1h dar1 5 (11ma)

tingkat pend1d1kan pengetahuan umum dan kemasyarakatan




1

| : ‘(2) Seleksi tambahan sebagalmana dlmaksud ayat (1) dllaksanakan oleh :

- Panitia Pem111han chala Desa.

: (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menyarnpa1kan permohonan kepada ‘

‘Camat melalui BPD dalam hal penyedlaan materi. dan tenaga pengujl

(4) Seleksi sebagalmana d1maksud pada ayat (2) dllakukan berdasarkan L

peringkat hasil pengujian.

L ~(5) Hasil seleksi sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dltuangkan dalam benta_‘

acara dan dlumumkan pada hari yang sama.

(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang .v
‘memenuhi persyaratan men_]adl calon Kepala Desa dan dlumumkan e

dltempat terbuka.

Pasal 28

e (1) Penetapan calon Kepala Desa dlsertau dengan penentuan nomor urut SR

‘melalui undian secara terbuka oleh Pan1t1a Pemilihan. Kepala Desa |

Q) Undian nomor urut calon sebagalmana dlmaksud pada ayat { 1), d1had1r1 ; '

oleh para calon

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah d1tetapkan d1susun dalarn daftar

calon dan d1tuangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan me1a1u1 papan pengumuman < -
~_ tentang nama calon yang telah dltetapkan, pahng lambat 7 [tu_;uh) hari

sejak tanggal d1tetapkan

J‘ (5) Pengumuman sebagalmana d1maksud pada ayat (4) bers1fat ﬁnal dan  ( .

mengikat.

Pasal 29

f (1) Bakal calon Kepala Desa yang sudah dltetapkan menJadl calon Kepala Desa ¢

tldak boleh mengundurkan diri.”

(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang sudah dltetapkan memngga] duma tldak ,

dlperbolehkan adanya calon penggantl

(3) Sehubungan ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) untuk’ -

kelanJutan pelaksanaan pem111han Kepala Desa sebagal berikut :

a. dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang tersisa pahng Sedlklt 2 (dua)
- orang maka pelaksanaan pemxhhan Kepala Desa tetap dllanjutkan

b dalam hal Jumlah calon Kepala Desa yang ter81sa kurang dari 2 (dua) 5

orang maka Bupat1 menunda’ pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang
. bersangkutan sampai dengan pemlhhan Kepala Desa serentak
', gelombang selanJutnya o LA R B A ‘

‘f (4)‘ Dalam hal penundaan pelaksanaan pemlllhan Kepala Desa sebageumana

dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa =~ . - . =
dari Pegawai Negeri Slpll d1 hngkungan Pernenntah Daerah yang memenuhl‘ o

syarat




‘ Paragraf 3 : A
: Kampanye dan Masa Tenang R
. Pasal30

o) iPan1t1a Pemlhhan Kepala Desa menentukan tata cara Jadwal dan tempat: >
’ ’kampanye. el .

¥ (2) Pelaksanaan kampanye sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pahng lama -

| 3 (tiga) Hari. . 1 : _ |
7 (3) Kampanye sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan pnn51p :
o jujur, terbuka, dlalogls serta bertanggung Jawab T SR

Pasal 31
(1) Kampanye sebaga1mana dlmaksud dalam pasal 30 ayat (1) memuat visi
dan misi bila terpilih ‘sebagai Kepala Desa : .

"?(2)‘ Visi sebagalmana dimaksud' pada’ ayat (1) merupakan kelnglnan yang akan
diwujudkan dalam Jangka waktu masa _]abatan Kepala Desa

T‘V_(3)‘M181 sebagaJmana dimaksud pada ayat (1) ben81 program ' yang akan’ e

]dllaksanakan dalam rangka mewujudkan v131 g
Pasal 32 _' 5
. Kampanye sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1) dapat dllaksanakan :
-melalui: RO
-~ a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan d1alog, L

| S o penyebaran bahan Kampanye kepada umum,
d

. pemasangan alat peraga d1 tempat kampanye dan d1 tempat lam yang
ditentukan oleh pan1t1a pemlhhan B C TR b

| ‘e keglatan lain yang tldak melanggar peraturan perundang-undangan |

Pasal 33

B ,.(1) Panitia Pemlhhan Kepala Desa Wa_}lb mengawas1 kampanye yang '; R

‘dilaksanakan oleh pelaksana kampanye para calon. .

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Wa_]lb melaksanakan rapat pleno evaluas1
* ‘pelaksanaan kampanye set1ap kampanye selesa1 dllaksanakan 5

- (3) Kampanye sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhlr
* sebelum d1mula1nya masa tenang e ; :

v L Pasal 34
| :5-’:'”:\‘"_‘(1) Pelaksana Kampanye dllarang (PRI L :
) ‘a. mempersoalkan dasar negara Pancasﬂa Pembukaan Undang—Undang

~ Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara‘-
- Kesatuan Repubhk Indone31a . :

'b. melakukan keglatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan '
g Repubhk Indones1a ‘ : &




. ‘menghlna seseorang, agama, suku ras; golongan dan calon yang lam

oo e

. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
mengganggu ketertlban umum | R
mengancam untuk | melakukan 8 kekerasan Catau - mengan_]urkan o
. penggunaan . ' kekerasan - ‘kepada ses_corang, sekelompok anggota
: ’masyarakat dan calon yang 1a1n, ‘ S '
g, merusak atau menghllangkan alat peraga kampanye calon yang lain;

 pendidikan;
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h. menggunakan fasilitas ‘pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

i ' membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atrlbut calon lam Selam' Fae

- dari gambar dan/atau atrlbut calon yang bersangkutan dan

j. menjanjikan atau membenkan uang atau maten lalnnya kepada peserta SRR

: kampanye

(2) Pelaksana kampanye dalam keg1atan kampanye dllarang menglkut e

sertakan: -
‘a. Kepala Desa, T
- b.Perangkat Desa; e

c. Anggqta Badan ‘chr:rnusyaratanyljesa.' 1 S S
Pa"sal 35 l L

i Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagalmana
- dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) d1kena1 sanksi dengan tahapan

- a. penngatan tertulis dari Pan1t1a Pem111han Kepala Desa apablla pelaksana |

kampanye melanggar larangan Walaupun belum tteadl gangguan,

b apab1la pelaksana kampanye masm melakukan pelanggaran setelah‘
‘mendapat teguran tertulis, Panitia Pem111han Kepala Desa - menghentikan
~jadwal - kegiatan" kampanye calon yang melakukan pelanggaran pada hari
bemkutnya : = : .
- Pasal 36

; *(1) Masa tenang pahng lama 3 (tlga) har1 sebelum han dan tanggal e
o pemungutan suara; . ‘ e :

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
o dltetapkan oleh Bupatl . , ,

, Bag1an Keempat
Pemungutan dan Pengh1tungan Suara o
Pasa.l 37

b .(1) Pemungutan suara sebagalmana dxmaksud dalam pasal 36 ayat @),
- dilakukan dengan membenkan ‘suara melalu1 surat ‘suara yang berisi -
e nomor, foto, dan nama calon : ~ : :

@) ‘Pemberian suara untuk pemlllhan dllakukan dengan cara mencoblos salah R
L ‘'satu calon pada surat suara. o , , v
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' Pasal 38 o | e
 Pengadaan bahan, Jumlah bentuk ukuran, dan warna surat suara, kotak

. suara, kelengkapan peralatan lam serta pendlstnbusmnnya diatur lebih lanjut
dengan peraturan Bupat1 | : N ,

Pasal 39 e

: (1) Jumlah pemilih. d1 TPS d1tentukan Pamtla Pem111han Kepala Desa

e (2) TPS sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dltentukan lokasmya di tempat
~ yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin

- setiap pem111h dapat membenkan suaranya secara. langsung, umum, bebas,
‘rahasia, jujur, dan adil. v

(38) ‘Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS dltetapkan oleh Panitia
- Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

(1) _‘Pem1hh tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lam‘
- pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dlbantu oleh KPPS atau
orang lain atas permmtaan pemlhh ' , ~

(2) Atas permintaan pem111h tunanctra, tunadaksa, ‘atau yang ‘mempunyai
halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain:
untuk memberikan bantuan bagl - : Gl

" a.Pemilih yang tldak dapat bezjalan atau : : \
. b.Pemilih yang tldak mempunya_l kedua belah tangan dan tunanetra

(3) Anggota KPPS atau orang lam yang membantu pemlhh tunanetra
- tunadaksa, “atau yang mempunyai - halangan fisik lain ‘sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2), wa_]lb meraha31akan plhhan pem111h yang',
| bersangkutan ~ , : o ’

[ :'Pasal 4'1

» Pem111h yang men_]a.lam rawat 1nap di- rumah sakit atau se_lemsnya .yang

sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat ‘

.- tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau peker_]a lepas pantal, dan tempat—' s
: tempat lain memberlkan suara di TPS khusus Rt ‘ 5 .

» Pasal 42

o 7(1) Sebelurn melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan keg1atan
a pembukaan kotak suara ST |
b. pengeluaran seluruh 1s1 kotak suara : ‘
“c. pengldentlﬁkasmn _]enls dokumen dan peralatan dan
d penghltungan Jumlah setlap _]ems dokumen dan peralatan

(2) Kegiatan KPPS sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dapat d1had1r1 oleh'_“;
. saksi dari calon, BPD, pengawas dan Warga masyarakat ‘

S (3) 'Keg1atan KPPS sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dltuangkan dalam
- berita acara yang dltandatangam oleh ketua - KPPS, anggota KPPS

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan dapat d1tandatangan1 saksi dari.
calon




o
@
. pemlhh

b :(3)

5 '('4)’

poL a.

b

)
@

Pasal 43 f
Setelah melakukan keglatan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 42 KPPS

memberikan penjelasan mengenal tata cara pemungutan suara.

Dalam pemberian suara sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), pemilih
diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan pr1ns1p urutan kehad1ran_

‘Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat
kekeliruan dalam cara membenkan suara, pem111h dapat meminta surat
suara pengganu kepada KPPS R :

Pemberian surat suara penggan'a sebagalmana dlmaksud ayat (3) hanya
untuk satu kah o : :

Pasal 44

Suara untuk pemlhhan Kepala Desa dlnyatakan sah apablla S

surat suara d1tandatangan1 oleh ketua pan1t1a pemlhhan Kepala Desa, dan
tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak seg1 empat yang memuat

‘satu calon; atau :
'tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak seg1 empat yang memuat

nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau -

. tanda coblos lebih dari satu tetap1 mas1h di dalam salah satu kotak segl

empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau

tanda coblos terdapat pada salah satu gans kotak segl empat yang memuat

: nomor, foto, dan’ nama calon .

Pasal 45

Penghltungan suara d1 TPS dllakukan oleh KPPS setelah pemungutan

~suara berakhlr

Sebelum penghltungan suara d1mu1a1 sebagalmana dlmaksud pada’ ayat i
(1), KPPS menghltung g i o

a.jumlah pemilih yang membenkan suara berdasarkan sahnan daftar

- @P F
.~ TPS sampai selesai dan" dapat dihadiri dan dlsaks1kan oleh saks1 calon, .

e

6

pem111h tetap untuk TPS; ‘ Ll
b. Jumlah surat suara yang tldak terpakal, dan | Ny

c. jumlah surat suara yang dlkembahkan oleh pem111h karena rusak atau
keliru d1coblos . kS

Pengh1tungan suara. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dllakukan d1

BPD, Pengawas dan warga masyarakat o :
Penggunaan ‘surat = suara tambahan ‘ dalam penghltungan suara

- sebagaimana dlmaksud pada ayat (3), dibuatkan - berita acara yang
- ditandatangani: oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota
- KPPS. . ~ ‘ : ST

Saksi calon dalam penghltungan suara sebagalmana dlmaksud pada ayat
(3), harus membawa surat mandat ‘dari f:alon yang bersangkutan dan

: menyerahkannya kepada Ketua KPPS




(6)

(7)

PR

Penghltungan suara sebaga1mana d1maksud pada ayat (3), dilakukan

dengan cara yang memungkinkan saksi calon dan penduduk Desa yang - - e
- hadir dapat menyaks1kan secara jelas proses penghl’cungan suara.

'Segera setelah selesai penghltungan suara di. TPS sebagalmana dimaksud

- pada ayat (3), KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang

@

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2. (dua) orang anggota

- KPPS serta dapat d1tandatangan1 oleh saksi calon ;_\ e

KPPS memberikan salinan Berita Acara has11 penghltungan suara

-_sebagaimana dlmaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon

~ yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan. menempelkan 1 (satu)

~ kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pahng lambat 1 (satu) har1 setelah % e

o

__eksemplar Berita Acara hasil pengh1tungan suara di tempat umum.

"~ (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebaga1mana dlmaksud pada ayat (7),
‘ - dimasukkan dalam sampul khusus yang dlsedxakan dan dlmasukkan ke

.~ dalam kotak suara dan selanjutnya dikunci, - .
o (IO)KPPS menyerahkan benta ‘acara hasxl pengh1tungan suara surat suara,

‘dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan ‘penghitungan suara

selesaJ penghltungan suara

Pasal 46

Pan1t1a Pemlhhan Kepala Desa melaksanakan rapat penetapan calon

Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghltungan suara dari KPPS

selambat—lambatnya 3 (t1ga) hari setelah pemungutan suara.

Rapat penetapan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dapat dlhadm oleh |
calon/saksi. -

@

Panitia Pemlhhan Kepala Desa membuat benta acara rekap1tu1a51

penghitungan suara yang dltandatanganl oleh Ketua dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia pemlhhan Kepala Desa serta

- dapat d1tandatangan1 oleh saksi calon. o , il
Dalam hal jumlah calon terp111h yang memperoleh suara terbanyak yang S

@)

- ®

S -‘ (6)

B

®

-sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu),
~calon terpilih ditetapkan. berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan

jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak :
Dalam hal jumlah calon terp111h yang memperoleh suara terbanyak yang

'sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya’ 1 (satu),

dilakukan - pem111han ulang selambat lambatnya 15 han seja.k hari

E penghltungan . ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa memberlkan sahnan ber1ta ‘acara hasﬂ .‘
; penghltungan suara sebagalmana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-

masing saksi calon yang hadir sebanyak 1. (satu) eksemplar dan
rnenempelkan 1 (satu) eksemplar Berlta Acara hasﬂ penghltungan suara d1 ’

tempat umum.
Berita acara beserta kelengkapannya sebagalmana dlmaksud pada ayat (3),

dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke

dalam kotak suara yang pada baglan luar ditempel label atau segel.

‘Calon yang memperoleh suara terbanyak dari Jumlah suara sah ditetapkan
sebagai calon terp111h oleh Pan1t1a Pem111han Kepala Desa melalu1 surat-
v Keputusan o SR S .
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(9) Pan1t1a Pemilihan - Kepala Desa menyerahkan berlta ‘acara hasﬂ‘ ‘
ey penghltungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan ‘administrasi

‘pemungutan dan penghltungan suara kepada BPD segera setelah selesa1 o
penghltungan suara. ; v :

Pasé.l ’47 |

'Perlengkapan pemungutan suara dan penghltungan suara di TPS dlslmpan d1 ‘

i o Kantor Kepala Desa atau d1 tempat la1n yang teljamln keamanannya

| Bag'ian"Kelima e
Pemilihan Ulang

: | ‘Pasaly 48

RS Selam ketentuan pasal 46 ayat (5) pemlhhan Kepala Desa dxulang apabﬂa

i a apabxla tteadl bencana alam dan atau kerusuhan yang mengak1batkan e

 hasil pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS tidak dapat * e

0 ‘digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dllakukan permhhan ulang S
 dilakukan pada TPS yang bersangkutan " - Sl

~~b. apabila pada saat perh1tungan suara Jumlah surat suara yang masuk‘ 1
- melebihi jumlah pemilih yang hadir: pada hari pemungutan suara pada A
- (satu) atau lebih TPS maka dladakan pemlhhan ulangl pada TPS yang‘, S,

. bersangkutan.

¥ ““j‘cf:.“',pemlhhan ulang dllakukan selambat-lambatnya 15 har1 sejak “hari Sl
. perhitungan atau _uka t1dak memungkmkan dltetapkan 1eb1h lan_]ut oleh_

' Bupati.

- Bagian Kéeham SR i
iy ‘Penetapan U e e e

Pasal 49

(L) Pamtla Pemilihan Kepala Désa menyampalkan laporan has11 pemlhhan
' “Kepala Desa kepada BPD pahng lambat 7 (tujuh) har1 setelah pemungutan .
- suara.

- (2) BPD berdasarkan laporan has11 pemlhhan Kepala Desa sebagalmana-
. dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada
- Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tu_]uh) han setelah menenma
laporan Panitia Pemlhhan Kepala Desa. -

E (3) Bupati  menerbitkan keputusan : mengena1 pengeSahan dan S SR
pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak~ SRR

dltenrna laporan dan Badan Permusyawaratan Desa

: Bag1an Ketu_]uh T
Penyelesalan Sengketa Pllkades '

Pasal 50 - :

S (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap hasﬂ pem111han

Kepala Desa paling lambat ‘3 (hari) sejak tanggal dltetapkan has117 |  , 

perhltungan suara oleh Pan1t1a Pem111han Kepala Desa



S 2) Ketentuan Sebagalmana dlmaksud ayat (1) hanya dapat dlajukan oleh calon

Kepala Desa yang selisih perolehan suaranya dari. calon Kepala Desa yang .

“memperoleh suara terbanyak kurang dar1 2%

) Bupat1 menyelesalkan persehs1han pemlhhan Kepala Desa dalam Jangka'
' -‘waktu 30 (tiga puluh) har1 ' . - ‘ ‘

Baglan Kedelapan Lo
Pengawasan L

Pasal 5 1

;(1) Untuk membantu melakukan pengawasan sebagalmana dlmaksud pada

pasal 8 huruf a, “Panitia - Pemilihan Kepala Desa membentuk Pengawas . '

Pemilihan Kepala Desa dari unsur’ ~warga masyarakat Desa yang
‘bersangkutan dengan Keputusan Pan1t1a Pem1hhan Kepala Desa.:

| (2) Pengawas sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) pahng banyak _]umlahnya
.sama dengan jumlah TPS. :

:(3) Tata cara pembentukan pengawas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
‘chtetapkan dengan Peraturan Bupat1 :

s BABIV, e |
PENGUCAPAN 'SUMPAH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 52

() Sebelum mernangku Jabatannya Kepala Desa terp111h bersumpah / ber_]an_]r B

8 sebaga1 berlkut

“Demz Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanﬂ bahwa saya akan memenuhi -
kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurmmya dan .
- seadil-adilnya, bahwa saya akan’ selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila ‘sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan =

- .menegakkan - kehidupan demokrasi , dan  Undang-Undang -Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan
- perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagz Desa,
-Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. ‘

(2) Calon Kepala Desa terplhh dilantik oleh ‘Bupati atau PeJabat yang ditunjuk

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerb1tan Keputusan Bupatl .

tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

Pasal 53

(1) I\epala Desa memegang _]abatan selama 6 (enam) tahun terhltung sejak |
' tanggal pelantikan. : .

(2) Kepala Desa sebagalmana dlmaksud pada ajyat 1 (satu) dapat menjabat Ny

paling banyak 3 (tiga) kah masa Jabatan secara berturut-turut atau tldak
secara berturut-turut S R G
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BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA DAN PEGAWAI NEGERISIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

' Ft Baglan Kesatu i
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat :

Pasal 54

Kepala Desa yang akan mencalonkan d1r1 kembah d1ber1 izin cuti oleh
Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

sampai_ dengan selesainya  pelaksanaan, penetapan calon Kepala Desa, ‘

,‘ .

@

W

(2)

“terpilih oleh Panitia Pem1hhan Kepala Desa.

Selama masa cuti sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Kepala Desa :
dilarang menggunakan fasilitas pemenntah desa ‘untuk kepentmgan'
- sebagai calon Kepala Desa, e , ‘

Dalam hal ‘Kepala Desa cut1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), -

Sekretans Desa melaksanakan tugas dan kewajlban Kepala Desa.

Pasal 55

,Perangkat Desa yang mencalonkan d1r1 dalam pemﬂlhan Kepala Desa diberi
_cuti oleh Kepala Desa terhltung sejak yang bersangkutan ditetapkan
~sebagai calon Kepala Desa 'sampai dengan selesainya pelaksanaan
_penetapan calon Kepala Desa terp1hh oleh pan1t1a pem1hhan Kepala Desa.

“Tugas Perangkat Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d1rangkap oleh

N Perangkat Desa lalnnya yang dltetapkandengan keputusan Kepala Desa

Baglan Kedua S :
Calon Kepala Desa dar1 Anggota Badan Permusyawatan Desa

B Pasal 56

(1) Anggota BPD yang akan mencalonkan d1r1 sebaga1 Kepala Desa dibeti izin
cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala

Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa
‘terpilih oleh Pan1t1a Pemilihan Kepala Desa.

(2) Bagi Ketua BPD' yang akan mencalonkan d1r1 sebaga1 Kepala Desa, setelah
- diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati, anggota BPD lalnnya segera

)

melakukan musyawarah untuk mem111h Ketua BPD sementara

R Baglan Ketlga o e
Calon Kepala Desa dar1 PNS

. Pasal 57 } , ,
Pegawa1 Negen Slpll yang mencalonkan d1r1 dalam pemlhhan Kepala Desa

- harus mendapatkan . izin.  tertulis ' dari Bupati ' setelah 'mendapat

rekomendasi dan Kepala Satuan Ker_]a Perangkat Daerah/ umt kerJa.

. terkalt




'(2) Dalam hal pegawa1 negerl s1p11 sebagajmana dlmaksud pada. ayat (1) AT
. terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan - .. i
sementara dari jabatannya selama men_]adl Kepala Desa tanpa kehllangan ~

b khak sebaga1 Pegawa1 Negen Slpll

' (3) Pegawai Negeri Sipil yang terplhh dan dlangkat menjadi Kepala Desa

. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan
g Kepala Desa dan penghasﬂan lamnya yang sah Do

, BAB vI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Blaya pemlhhan Kepala Desa dlbebankan pada Anggaran P‘endapatan dan '

- Belanja Daerah Kabupaten

o (2)’ Dana bantuan ‘dari’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk

g kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. =

: "BABVI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 59 o

(1) Dalam hal berakhlrnya masa Jabatan Kepala Desa 1eb1h atau kurang dam
6 (enam) bulan terh1tung 'dari | tanggal dimulainya. tahapan pemilihan

- Kepala Desa serentak maka pembentukan pan1t1a pemlhha.n Kepala Desa'

- tidak menglkutl ketentuan dalam pasal 7 ayat (1).

. (2) BPD pada Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) membentuk panitia :
'+ Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal atau tahapan’ pelaksanaan pemilihan -

Kepala Desa serentak yang dltetapkan dengan Keputusan Bupat1
. , ek Pasa160 i

Ketentuan yang ber31fat tekms untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan =
peraturan  perundang-undangan = sepanjang menyangkut _pelaksanaan . -

~ pem111han Kepala Desa dltetapkan dengan Peraturan Bupat1 o

BAB VIII
PENUTUP

T Pasal 61 SRR

- Pada saat Peraturan Daerah ini- mu1a1 berlaku Peraturan Daerah Nomor 5

. Tahun 2008 | tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan. “dan

i Pemberhentlan Kepala Desa dlcabut dan dmyatakan t1dak berlaku ;}




21

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daefah Kabupaten
Bengkalis.

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 pesember 2015

N &SN

N4
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.82.c/2015) .
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W PENJELASAN - |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS >
NOMOR..;.;...TAHUN 2015 ‘ B
|  TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

- A PENJELASAN UMUM |

Kepala Desa d1p111h secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga o
- negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan
-6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal - pelanukan Kepala Desa dapat
 menjabat paling banyak 3 (tlga) kah masa Jabatan secara berturut-turut atau

e tidak secara berturut-turut.

Sedangkan ' pengisian Jabatan dan masa Jabatan Kepala Desa Adat .
-~ (Penghulu) berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepan_]ang masih
-hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara -
Kesatuan Repubhk Indonema dengan berpedoman pada peraturan perundang-
! undangan ‘

. Khusus mengena1 pem111han Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini -
. diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh w11ayah Kabupaten
. Bengkalis  dengan maksud untuk menghmdan _ hal negatlf dalam
pelaksanaannya. »

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dllaksanakan dengan

. mempertimbangkan jumlah Desa  dan kemampuan biaya ‘pemilihan yang

-'Hurufb

- dibebankan . pada Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja ‘Daerah Kabupaten
.Bengka.hs sehlngga dimungkinkan pelaksanaannya secara ‘bergelombang
o sepanjang dlatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs

',':B PASAL DEMI PASAL

.~ Pasal 1 .
. , Cukup Jelas
 Pasal2 St i g R ‘
‘ ' Yang dlmaksud dengan pemlhhan Kepala Desa serentak” adalah
pemilihan Kepala Desa yang dllaksanakan pada han yang sama bag1
© _ oseluruh desa di Wllayah Kabupaten SR ot
Pasal 3
- Ayat (1)
~ Hurufa ~
' Cukup _]elas

- Cukup Jelas

;fHuruf c.

Yang d1maksud ketersedlan PNS adalah ras1o kecukupan PNS
Kabupaten Bengkalis yang memenuhi syarat termasuk yang bertugas di
Kantor Camat, Lurah dan Desa untuk rneng1s1 kckosongan penjabat
e Kepala Desa e S ‘ : : S ‘ LT
. Ayat(2)

. Cukup jelas

Ayat (3) R
CukupJelas S
Pasal 4 '
B Cukup Jelas
Pasal5 =

" Cukup jelas




; fleasal 14

E _rlfk‘Pasal 17

| : .>Peisa1 18
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- Pasal 6 :
. Cukup Jelas

Pasal 7. S

 Ayat (1) :

. Cukup jelas

‘Ayat (2) ' T : e .,
D1t1ngkat desa dlbentuk pan1t1a pemlhhan Kepala Desa dengan
- memperhatikan keterwakﬂan perempuan N

“Ayat (3) ~. o
 Cukup Jelas

:Avat (4) - : ~ e ' 3
< Panitia pem1hhan Kepala Desa membentuk kelompok penyelengara

pemungutan suara’ dlmasmg-masmg TPS. ‘Bagi desa yang hanya
‘memiliki 1 (satu) TPS tetap dlbentuk kelompok penyelengara'
» pemungutan suara. : , L T 4 ‘

Ayat (5) s
< Cukup Jelas

‘Ayat (6)

~ Cukup Jelas
Pasal 8 :

_ - Cukup Jelas
~ Pasal 9 :
. Cukup Jelas
Pasal 10 = -

“. . Cukup _]elas
' Pasal 11 :

. Cukup Jelas
‘Pasal 12 = |
- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) o

a. cukup jelas

. cukup jelas : ‘ T '
pemilih yang telah menmggal duma dlcoret dari daftar pemlhh

b

C.

d. pemilih yang pindah domisili dicoret dari daftar pemilih.

e. pem111h yang belum terdaftar d1tambahkan dalam daftar pem111h

Ayat (3) ,
' Cukup JelaS\ -
~ Pasal 13 e
Cukup Jelas

 Cukupjelas -
Pasal 15 .
-~ Cukup jelas
Pasal16 =~ =
‘ Cukup Jelas
 Penetapan daftar pemlhh tetap dllakukan setelah d1ver1fika31 ~dan
disetujui oleh masmg-masmg calon o e

- Cukup Jelas
;Pasal i9 -
4 Cukup Jelas
- Pasal 20 o




. Pasal 22

o

. Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

L Cukup Jelas

- Pasal 23 :
’Hurufa : S ,
Surat keterangan sebaga1 bukt1 WNI dar1 Kepala D1nas Kependudukan o
dan Catatan S1p11 Kabupaten Bengkahs R v SO ,

Huruf b

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dlbuat oleh AR

~ yang bersangkutan d1 atas kertas segel atau bermatera1 cukup
Huruf c o ‘
Surat pernyataan memegang teguh dan mengama]kan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara - Repubhk Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memehhara keutuhan Negara Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat. oleh yang bersangkutan d1 atas
kertas segel atau bermatera1 cukup
“ Huruf d . ‘ ' ' E
Yang d1maksud dengan berpendldlkan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau ‘sederajat adalah berijazah paling rendah
Sekolah Menengah Pertama atau .sederajat. yaitu Iulus Sekolah -
Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan denganSMP antara
lain - seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP), Madrasah
Tsanawiyah(MTs), Paket B, U_]lan Persamaan (UPER), Sekolah Menengah
Ekonomi . Pertama (SMEP) atau sebutan lainnya sesuai Peraturan -
‘ Perundang—Undangan yang mengatur tentang Pendidikan yang berlaku.
- ljazah dari tingkat dasar sampa1 terakhlr d1 legahsas1 oleh peJabat yang
berwenang R e A e UL e '

Berusia pahng rendah 25 (dua puluh hma} tahun pada saat mendaftar_
‘ dibuktikan dengan akte kelahlran atau surat keterangan kelahlran
Huruf f
Surat pernyataan bersedla dlcalonkan men_]adl Kepala Desa yang dlbuat
oleh yang bersangkutan d1 atas segel atau bermatera1 cukup. ‘
“Hurufg . :
Terdaftar sebagal penduduk d1bukt1kan dengan KTP atau surat
keterangan telah berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
' pendaftaran dan Kepala Desa berdasarkan rekomenda31 KetuaRT/ RW.
"Hurufh , e ; L _ ‘
' Cukup Jelas
Huruf i e | . : | :
Surat keterangan dan ketua pengadﬂan bahwa t1dak pernah d1Jatuh1

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuya1 e
kekuatan. hukum tetap karena melakukan tindak p1dana yang d1 ancam‘ A

: dengan pldana pahng s1ngkat 5 (11ma) tahun atau leblh

‘Hurufj ‘ 2

’ Surat keterangan dan ketua pengadllan negen bahwa t1dak sedang

dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengachlan yang telah
mempunyai hukum tetap O . . o

Huruf k ‘ ' BRI

Berbadan sehat dlbuktlkan dengan surat keterangan berbadan sehat‘

. dari rumah sak1t umum /rumah saklt pemerlntah ‘ '

Huruf 1 ’ : . .




